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= WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan- Layanan ‘Umum —dengan —fujuan——
meningkatkan kualitas pelayanan_kepada masyaraxkal
untuk - mewujudkan  penyelenggaraan  tugas-lugas
pemerintah _daerah_ dalam memajukan kesejahteraan
umurm dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa —untuk _ melaksanakan ketentuan Pasal 4
Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman_ Teknis _ Pengelglaan Keuangan _
Badan Layanan Umum “Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Pola Tata Kelcla

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang,

i - 1850 tenta
Voot 1. UGS Lty "o et
Lingkungar Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Baral,
3 Unﬁﬂﬂﬂ@éw Nomor 23 _Tahun 1992 tentang
Kesehatan,
5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

4 Undang-tindang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan MNegara,
mor 10 Tahun 2004 tentang

' No
5. Undang-U ncang n Perundang-undangan;

pembentukan Peratura

Nomor 15 Tahun 2004 tentang

i dan jomor 1w < .
5 gﬁiﬁ%gﬁd%gaﬂ]ﬂaﬁan Tanggungjawab Keuangan

Negars: ="
mor 25 Tahun-2004 tentang Sistem

n pambangunan_ﬂasiﬂﬂali
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Undang-Undan
9 Nomor
Pomedr 342 Tahun 2004 te
Bodbiehd tg:ananaerah sebagaimana diubah heherapgtah[;?t
fentang Penaan Undang-Undang Nomor 12 Tah

ng Perubahan Kedy il

a Atas Und
Tahun 2004 tentang Pemerintaharn S;‘I‘Egr-;-lhr;dang Nomor 32

Undang-Undang Nom
. or 33
Perimbangan Keuangan Antara Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah: Pemerintah Pusat dan

Peraturan Pemerintah N
omor 23 T,
Pengelolaan Keuangan Badan La{.ranaihﬁ;ﬁgﬂﬁ tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 2
4 T
Standar Akuntansi Pemerintahan: ahim 2055 El

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang
F'gd_uman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintanan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/DZ/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kera dilingkungan Instansi Pemerintah
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

' 2/2006
turan Menteri Keuangan le"mr 07/PME.O
feir:;ng Persyaratan Administratif Dalam  Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah  uniuk Menerapkan Pcla Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;
teri Keuangan Nomor 08/PMIK.02/2006
Er;t:;a n Mennﬂngan Pengadaan Barang/Jasa pada

dan Layanan Umum
_— an Nomor 09/PMK.02/2008

tentang npgmbentukaﬂ Dewan Pengawas pada Badan
Layanan Umur

Peraturan Menteri Keuangan MNomor 10/PMK.02/2006

Penetapan Remunerasi bagi Pejabat
t;nzr;?mapﬂdgign Fengpawas dan Pegawai Badan
e '
Layanan Umurm;



23. Peraturan Menteri Dal

4 am NE &
tentang Jenis dan Bentuk Pmdguh Ht:?aanrﬁr{};i;ﬁr' L
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

P .
eraluran Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis P
Standar Pelayanan Minimal: enyusunan dan Penetapan
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26, Peraturan Menteri Dalam Négerl Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keu angan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelol
Layanan Umum Daerah; Keuangan Badan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / Menkes 8K/
Il / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

0. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

11, Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Siruktural Dilingkungan Rumah Sakit
Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

27.

28.

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG POLA

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

[ =

=1 @ Ln Lo

Magelangd. _
Egﬁ:zgnﬁgﬁ'agai?gh :galah Walikota ﬁand F?an;lenntah Kota Magelang
lenggara p-EH'I‘IEI"II'It-EIhan aerah.

ﬁéﬁuﬂﬂﬁﬁéﬁﬁﬁamﬁ Peraturan Daerah Kota Magelang.

Walikota adalah Wallkota Magelang- ... Magelang.
Sekretaris Daera g Segffggrﬁmum Daerah Tidar Kota Magelang.

Rumah Sakit adalah Ruman ng selanjutnya disingkat BLUD adalah
Badan Layanan UI'"“;"(" atnaerﬂh 1"nsl‘glinEJJﬂ:n.Jﬂlgaurn pemerintah daerah yang
Satuan Kerja Perand i nan kepada masEyarakhgi nt:ﬂn;g:
dibentuk untuk X dijual tanpa mengutamakan mence
rang dardatauléiii ;r:nEE gfa 2 s didasarkan p ada prineip

penyediaan ba

keuntungan dan dalam me

efisiensi dan produktivitas | gagan Layanan YR Daerah yang
Pola Pangalulaaflla ) psq{_gLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

selanjutnya dising
3
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memberikan fleksibilitas berupa kelelyasaan untuk menerapkan praktek-
praktek DisniS yang sehat untuk meningkatkan pelay:nan pkapada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, ‘sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pola Tata Kelola RSUD Tidar Kota Magelang adalah Peraturan Internal
rumah Sakit yang merupakan peraturan dasar yang mengatur kepemilikan
rumah Sakit atau yang mewakili, Pengelola, Staf Medis Rumah Sakit dan
Dewan Pengawas.

pewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas

adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan

BLUD.

Direksi adalah Direktur dan \Wakil Direktur sesuai bidangnya yang

pertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit serta mewakili Rumah

Sakit baik di dalam maupun di luar,

Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien

oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan

memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal,

Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang

menunjang pelayanan medis sesual standar yang berlaku.

Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaanya berasal

dari Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional dan atau yang mewakili.

Sub Komite adalah kelompok kerja dibawah Komite Medik yang dibentuk

untuk mengatasi masalah khusus. _ N .

Staf Medik Fungsional adalah tenaga profesi mandiri yang terdiri I?atrlﬂ

dokter umum, dokter gigi, dokter 313251:& dokter Slr‘ﬁ'hpﬁ'a"ﬂ dari disiplin

masing-masing dan spesialis lain yang ui pemerintal. .

netalai adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan ?d?g':*nﬁ'*gﬁggz

penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pe

dan pemeliharaan Rumah Sakit —

Tenaga adinisies a68h oarg 8 BTG ULtV e
inistrasi . :

m;:::.ﬁ?;;:: T;ta?d;‘g;ik, kumﬁri,: medik dan panitia medik khususnya yang

terkait dengan etika dan mutu nmdlké.ng melakukan konsultas! masalah

Fasion ndalah simzﬁem%r:pnglehypelayanan kesehatan yang diperlukan

I-:agahatannﬁ;ﬂ u:iu"g maupun tidak langsung oleh dokter atau dpﬂ ;[:*gklltg;;'ﬂl‘l

baik secara lang kedokteran gigl adalah suatu pekerjaan Kedc

Profesi kedokteran atau dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan,

RUEL ReEHORHE lEIIE"-‘:;_.;,=,.3I;::::gr'l'nE:IlalIui pendidikan yang berjenjang, dan kode

kompetansi yang di

| masyarakat. unaan
S e o I, P
anggerai untuk metaksal]ﬁﬁ: Hl?mﬂ:h Sakit atau disebut Direktur. p—
hal Irii dipegang oleh pemimp Sakit yand selanjutnya dising

mah _ ;
Rencana Bisnis #a;;"mﬁgjﬂgf ubigniﬁ dan pendanggaran tahunan yang
adalah dokumen

e g Rumah Sakit.
; ; kinerja dan anggarsi Ak
berisi program, Hﬂ';‘;ﬂ;ﬁ?ﬁah Sakit yang ﬁlamu:ty?rigm:rﬂ:?t;:g“ﬁrrﬁ
Rancre SEmiet en lima tahunan yand mem*:-l kebijakan operasional
ke s00u dﬁ: u:.: pencapaian kinerja dan ara ]
strategis, pengurur

Rumah Sakit.




BAB i
POLA TATA KELOLA H’DRF{JHAEI

Bigian P-Er[ama
MAKSUD DAN TUJ UAMN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

2 menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan Rumah Sakit va :
efisien, dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip Lﬁipiﬂ'
akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi: '

b. menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas
Rumah Sakit;

. memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan
profesional, pengelola, serta pengguna layanan Rumah Sakit; dan

d. memberikan panduan bagi pengembangan pelayanan Rumah Sakit dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua
IDENTITAS

Paragraf 1
MNama dan Tempat Keberadaan

Pasal 3

1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
ki Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD Tidar Kota Magelang.
(2) Tempat keberadaan Rumah Sakit adalan berada di wilayah Kota Magelang.

Paragraf 2
Tujuan, Visi, Misi, Nilai-nilai dan Falsafah

Pasal 4

(1) Tujuan Rumah Sakit adalah membantu Pemerintah Daerah dalam

i i hatan
i \ tan optimal melalui upaya kese

i pamnfﬁﬁiﬂﬁ@ém Umum Daerah Tidar Kota Magelang
(2) Visi Rumah Sakit adaia Javanan yang bermutu tingg.
i melaksanakan pelay ,
= yang hersrl;llltfaaﬂk;‘.-:d”;?:h Rumah Sakit Umum Daerah Tidﬂ;l Kota mgm:g
s b iEI4:1iri sebagai Rumah etk vt D:t:r? rﬂuahdiam!-’g
m:?nebrzﬁ?;:npemyanan pmfesiuna! gebagal manifestasi peng
pada kemanusiaan.
(4) Nilai-nilai yang dianut
Kesesuaian/Kepatuhan,
Profesional. . _
(5) Falsafah Rumah Sakit adalah : ING BANGSA " merupakan sengkalan
YA HUEUMAN ah eluruh
* HANGABEKTI KAD ng pada hakekatnya bahwa  sell I
dalam bahasa Jawe Yﬂn dalam melaksanakan tugasnya berprinsip

ak :
prardsuni'ltrkarylrajﬁing":::;:niepada masyarakat bagaikan pahlawan bangsa.
pada nilai-nilai -

adalah Keterbukaan, Kejelasan,

kit
oleh Rumah S Kesetaraan/Kewsajaran dan

Kemandinan,

5



Paragraf 3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) pumah Sakit merupakan unsur pendukung
pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan :
Status hukum yang tdak terpisah dart Pemerintah Daerat tan ipmpin cioh
seorang Diretur yang berkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, M

(2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya
rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan seria pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Rumah Sakit mempunyai fungsi :
a. penyelenggara pelayanan medik;
b. penyelenggara pelayanan penunjang medik dan non medik;
c. penyelenggara pelayanan dan asuhan keperawatan,

d. penyelenggara pelayanan rujukan;

f

tugas Walikota dibidang

e. penyelenggara pelayanan pendidikan dan pelatihan;
. penyelenggara penelitian dan pengembangan;dan
g. penyelenggara administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
FEMILIK

Pasal 6

(1) Pemilk Rumah Sakit adalah seluruh masyarakat Kota Magelang yang
dikuasakan kepada pemerintah Daerah untuk mangeh_:nlalny_a_

(2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiikinye h}?:;;ggung
jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan HPTT angan
rumah sakit sesuai yangd dinarapkan dan diinginkan rpa;y‘a ra kae o

(3) Pemerintah Daerah kut bertanggung gugat stas teeriiys (e

mah Sakit.
' kesalahan dalam pengeloiaan Rum |
() ﬁﬂ:?:;:%ﬁumh dalam menjalankan tanggung jawabnya mempunyai

:E:gﬂgxf;n peraturan tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan
L Minimal Rumah Sakit beserta F‘Er"hahannﬁai la dan Dewan Pengawas;
b e ntuk dan menetapkan Pejabat PERGST karer
AT ST ikan Pejabat pengelola dan Dewan Pengawas karena
G mem‘:::‘he:g! nyang menurut peraturannya membolehkan  untuk
sesU

diberhentikan;
. menyetujui dan mar:lgl?sah -
e. memberikan sanksi K&
berlaku dan memberikan penghard

ncana Bisnis Anggaran (RBA) -dan/atau
kan F:;a""'ﬂt yang mabnﬂga_r ketentuan yang
aan kepada pegawal yang berprestasi.

(=8



Eﬂginn HE’EI‘" at
DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1
Tugas dan Kewajiban

Pasal 7

1) Dewan Pengawas bertugas me

5 terhadap pengelolaan Flun%ah Sakilta:::?diigsrhglnaﬂh dan pengawasan
cesuai dengan ketentuan peraturan perund Hﬂg-um?as Pejabat Pengelola

(2) Dewan E:r;gawas Egrkmiha“ , gan.

a. memberikan pe apat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana
EEQ;'?" Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Rumah

b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan
pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit,

¢. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja Rumah Sakit;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan
pengelolaan Rumah Sakit;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non
keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan

f memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-
waktu apabila diperiukan.

Paragraf 2
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota atas

usul dari Direktur.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas Ru
dan seorang di antara anggota Dewan
Dewan Pengawas.
(3) Anggota Dewan Pengaw
a. pejabat  dilingkungan
berkedudukan sebagail P

mah Sakit terdirl dari 3 (tiga) orang
Pengawas ditetapkan sebagai Ketua

as Rumah Sakit dapat terdiri dari unsur-unsur. ,
pemerintah Daerah yang dalam hal ini
embina teknis dan pembina keuangan Rumah

Sakit
b. tﬂiglt'; masyarakat yang dianggap kompeten sera TGN IR
tentang rumah sakit;dan n kegiatan rumah sakit.

¢. tenaga ahli yand sesuai dengdad

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas Rumah Sakit yaitu

i . : hami masalah-masalah yang berkaitan
= E"Egi'“k' kg;?;tk::l Hﬁﬁ’ﬂhméﬂt serta dapat menyediakan wakiu yang
engan snya: _
cukup untuk mﬂiakﬁa“:k::ﬁlﬁanv:uhum dan tidak pernah dinyatakan
b. mampu nwel?hﬁﬁih;ah ~enjadi anggota direksi atau komisaris, atau
pailit atau ﬂdﬂ yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan
dewan penga



pidana yang merugikan daerah: dan ©© o< Pemnah melakukan tindak
i p;gﬂlsil;uén pLena datm mda“ﬁ manajemen ke

daya can mempunyal komitmen terhad uangan, sumber

pelayanan publik. ap peningkatan kualitas

Paragraf 3
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya

dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh

Walikota.

(4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , apabila :

a. tidak ul:'sapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana
dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan
pengawasan atas Rumah Sakit

Paragraf 4
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 10

(1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung

kelancaran tugas Dewan Pengawas. -
(2) Sekretaris Igfwﬂn Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

merupakan anggota Dewan Pengawas.

paragraf 5
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 11

i tugas Dewan Pengawas
' erjukan dalam pelaksanaan :
tma;:utli?mﬁﬂﬂnf Igehrataria dan anggota D§w§nnFﬂng?aTE dibebankan
pada Rumah Sakit dan dimuat didalam Rencana Bisnis Angg :




Bagian Kelima
KELEMBAGAAN

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 12

11 Susunan Organisasi Rumah Sakj o it ]
" unsur jabatan struktural, akit terdiri dari unsur jabatan fungsional dan

(2) Susunan Organisasi Rumah Sakit tertuang dalam Peraturan Daerah.

_ Paragraf 2
Pejabat Pengelola dan Direksi

Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri dari :
a. Pemimpin Rumah Sakit adalah Direktur;
b. Pejabat Keuangan Rumah Sakit adalah Wakil Direktur Umum dan
Keuangan;
c. Pejabat Teknis Rumah Sakit adalah Wakil Direktur Pelayanan;

(2) Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan WWakil Direktur
Pelayanan secara bersama-sama disebut dengan Direksi.

(3) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan baik
jumiah maupun jenisnya setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi
tuntutan perubahan.

(4) Perubahan komposisi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Direktur

Pasal 14

(1) Direktur adalah penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan

keuangan Rumah Sakit.
(2) Direktur bertanggung jawab ke
(3) Direktur mengemban Ugas
mengawasi, mengendalikan,
Rumah Sakit sesuai dengan pe
{4) Dalam melaksanakan tugasnya,

pada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
untuk memimpin, mengarahkan, mernpina,
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
raturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direldtur

yaitu Wakil Direktur Pelayanar dan Wakil Direﬁd:ﬁmumddar;a I-‘;i.iauangan,
5) Di siabat pengguna anggara rang daerah. .
EE:;: gg&f;;legliﬁ: sﬁatl-agaimﬂna dimaksud pada ayat (4) berasal dari Non

: Ay bat keuangan Rumah Sakit dalam hal ini
Eﬂ?kmﬁggfﬂnﬂﬂdﬁﬂﬁ:#gan wajib berasal dari Pegawal Negeri Sipil
sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah.




Pasal1s ~

pirektur I'I’lEmighi kewajiban untuk -

a, menyusun Rencana Strategis Bisnis R i

b. many‘laphall'lkzenl_c:na Bisnis dan mgg:mh;:::a 3

o menyampaikan Laporan Pertanggungjawab A ,
keuangan Rumah Sakit kepada Walﬁm mE?ETU?'g:wgn?a operasional dan

4. mengusulkan calon pejabat keuangan n Pengawas;dan/atau

. da i - .
sesuai ketentuan peraturan pery ndang—und[;rga.;ibya;;n? l;gl;aiﬁpada e

Pasal 16

Direktur memiliki kewenangan untuk

a. mewakili Rumah Sakit baik di dalam maupun di luar:

b. menetapkan Rencana Pengadaan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit

C. geiﬂbuﬂt dan menetapkan peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah

axit,

4. membuat usulan rencana pembangunan dan
disiintis Rumah Sakit pengembangan sarana dan

. mengadakan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan
Dewan Pengawas.dan/atau ’ - :

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain
yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur :

a. seorang dokter yang memenuhi krteria keahlian, integritas, kepemimpinan
dan pengalaman di bidang perumahsakitan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna
kemandirian Rumah Sakit;

c. mampu melaksanakan perbuatan hukurn dan tidak perah menjadi pemimpin
perusahaan yang dinyatakan pailit . P

d. berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil; .

bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik

bisnis yang sehat di Rumah Sakit;dan .

f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil.

o]

bagi Direktur yang berstatus

Paragraf 4
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

pasal 18

n adalah penanggung jawab tertinggi

(1) Wakil Direktur Umum dan KEUaBel & Lo keselaetariatan, keuangan,

atas penyelenggaraan kegiatan dala

dan canaan di Rumah Sakit , 42 :
(2) Wﬂ'r{fﬁ;ﬁ:ktur Umum dan Kauangan pertanggung jawab kepada Direktur

pasal 19

ewajiban untuk :
Wakil Direktur Umum dar Keua:gg%ﬂh Sakit dan Anggaran;

i inasikan penyusy .
L "::?ﬁ%lfhrad:;n::;mﬂﬁﬁ pelaksanaan anggaran Rumah Sakit
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melakukan pengelolaan pend i

menyelenggarakan penggm;;ﬁ::,da” belanja;

maIaHUkElﬂ Pﬂﬁ_‘%}ﬂlﬂhﬂﬁ utang PiUIﬂT:ig'

menyusun kebijakan pengelolaan ha;ang aset -

sakit; | - - tetap, dan investasi Rumah
_menyelenggarakan sistim informasi -
; menyelenggarakan akuntansi syl
menyelenggarakan kegiatan

—e e

men keuangan;
kg::}ql::tl;ygsunan laporan keuangan;dan
ratan, perencanaan dan rekam medis.

e - |

Pasal 20

gyarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Dire
i i b .
a. n:gemanuhn kriteria keahlian, integritas, m;ﬂ:;;?# ;:: d;: ":EUﬂﬂg;an . ;
bidang umum dan keuangan; n pengalaman di
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi
Hamandiﬁan keuangan; edikasi untuk mengembangkan usaha guna
c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan fi -
tidak
pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;a pernah menjadi
d. tIErEtEtl:lE Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil;
s bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip
pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit;dan
k. memanu!rn_ syarat administrasi kepegawaian bagi yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil.

Paragraf 5
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 21

(1) Wakil Direktur Pelayanan adalah penanggungjawab teknis atas
penyelenggaraan bidang pelayanan medik, penunjang dan keperawatan di
Rumah Sakit;

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan
mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan peningkatan sumber daya lainnya. _
(3) Wakil Direktur Pelayanan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Wakil Direktur Pelayanan berkewajiban unfuk ; .
a. menyusun pere:nanaan dalam bidang penyelenggaraan pelayanan IR

enunj erawatan; |
b. ;EIEEEE:: H;E:fngrram dan kegiatan dalam hmianq penyelenggaraan
pelayanan medik, penunjang dan keperawatan sesuai dengan Rencana
Bisni : qa telah ditetapkan; |
C. mmimiS:? ﬁlg;?c?faﬁr:n%ﬂaﬁa pperasiona dalam El‘.'rdbdaag Ekl;;ue"yehnggaman
pelayanan medik, penunjang dan keperawatan kepada irektur.

pPasal 23

; i wjakil Direktur Pelayanan -
Syarat untuk dapat diangkat mEﬂJﬂd'Wm menuhi kriteria keahlian, integritas,

3 sonina dokiaadonter gl ¥ o _
hﬂpm:%'lpinan dan pengalaman di bidang pelayanan,
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. bemmahuan baik dan memilik .
yang profesional; | dedikasi untuk mengembangkan pefayanan
= mﬂmp:il rn;la'l{sane_thhf: koordinasi dilin
d. berstatus Fegawal geri Sipil dan/atau Non :
; P o
o persedia membuat surat pernyataan k&gangg:g:rﬁm@hgm Sipil;
mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit-dan uk meningkatkan dan

¢ memenuni syarat administrasi k : _
Negeri Sipil. epegawaian bagi yang berstatus Pegawai

gkup pelayanan Rumah sakit:

Paragraf 6
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Direksi

Pasal 24

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Direksi di : ]
peraturan Walikota. gas Direksi diatur lebih lanjut dengan

Paragraf 7
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 25

(1) Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan Wakil Direkiur
Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan
kompetensi jabatan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan
keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam tugas jabatan.

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi
sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit. o

(4) Anggota Direksi dapat diangkat dari Pegawai Neger Sipil danfatau Non
Pegawai Negeri Sipil yang pmfesinnal sesuai ketguiuhan: . :

(5) Anggota Direksi yang berasal dari Non Pegawal Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud ayat (4) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan
kontrak. : :

B} P da berhentian anggota Direksi yang berasal dar

o F:Egig?kh?:;ﬁ Sipi P ieesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan tentang kepegawaian PEgaWa Negeri Sipil ?""gbh:'a”i" e

(T) Pengangkatan dan pemberhential anggota Direksi yang e i
=] " Negerl Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, an

egawal Neg P layanan kesehatan dan diatur lebif lanjut
produktif dalam meningkatkan pe a¥

dengan Keputusan Walikota.
pasal 26

Direksi perakhir apabila .

Masa t
sa jabatan anggola Khir.

a. Masa jabatannya tefah ber@
b. Meninggal dunia. ertulis
c. Mengundurkan diri secar " i Sipil telah mencapal batas usia pensiun

; i Negeri
: E:tgt:hﬁ?gh:ﬁm L;ﬂﬂ:fgs ga;m;l:hginya berdasarkan ketentuan  peraturan

12



pErUI"IdEﬂ
periaku. o yang
Bagi yang bersiatls Non Pegawai Neqgeri Sini
e i
puluh) tﬂhi-_“'llr_l " egen Sipil telah mencapai usia 60 (enam
¢ Mengalami halangan tetap sehi ;
secara terus menerus. Ngga tidak dapat melaksanakan tugasnya

i akan terbukti seca
g Dinya! : ra sah dan meyakinkan melakukan dan/atau terlibat

tindak pidana kejahatan dengan .
kekuatan hukum yang tetap. gan putusan pengadilan dan telah mempunyai

-und
g-undangan tentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

Pasal 27

Apabila anggota Direksi berhenti se ,
<epagaimana dimaksud dalam e s, i e

a, Tugas dan Kewenangan Direktur dilaksanakan oleh \Wakil Direkt

sebagai pejabat sementa : n il Direktur Pelayanan

deﬁn?ﬁf | pej ra sampai dengan terpilihnya Direkiur baru yang

b. Dewan Pengawas segera mengambil langkah untuk mel |
jabatan anggota Direksi yang kosong. v T puad

Bagian Keenam
KOMITE MEDIK

Pasal 28

(1) Guna membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan
medik agar sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit dan untuk
memberi wadah bagi profesional medik dapat dibentuk Komite Medik.

(2) Komite Medik mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medik.

(3) Pengertian, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Sysunan Organisasi
dan Tata Kerja Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam Bab Pola Tata

Kelola Staf Medik Fungsional.

Bagian Ketujuh
KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 28
(1) Komite Keperawatan adalah kelompak profesi perawat atau bidan yang

ke terdiri dari perawat atau bidan. |
(2) Hgﬂﬁuﬁ:;:?:mm“ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

K irektur.
(3) K:pnﬂ: E’:':ir:plzn;watan dipimpin oleh seorang Ketua yang merangiap
anggota. atan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

(4) Pembentukan Komite Kepers ;
untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

. : membantu Direktur menyusun standar
I{:Imtte Keparawmtant ::Ia‘;riun?ﬂ! tugas Mem e bantu pelaksanaannya, serta
psiann perarsen 41 ECCCS) erger everenen o RS
P anakan pef : mbangkan program peiayanan, pen n
d:rame.i;iﬁ Fungslﬂﬂp pﬂr.gemhangan iimu pengetahuan dan

n pelatinan Se
teknologi;

anelitian dan

13



Pasal 31

mﬂﬂﬂ1¢Eﬁfﬂﬂﬂﬂﬁﬂlhenﬂﬁﬂang1““uk:
g, ﬁ:::giﬂh:g u:”ﬁi%?;ﬁ;:: kebutuhan tenaga Paramedis di Rumah Sakit
. latan d 2miang rencana pamelih :
atan dan penggunaan alat kesehatan eliharaan/ pengadaan

C. Melaksanakan pembinaan etika
anggota Paramedis Fungsional, profesi serta mengatur kewenangan profesi

d. Menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Keperawatan

Pasal 32

(1) !{nrn!tﬂ Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sub
Komite yang ‘merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri
dari Paramedis Fungsional, y

(2) Pembentukan Sub Komite ditetapkan ol i i
Keperawatan. P eh Direktur atas usulan Komite

Pasal 33

Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan
ananangan Komite Keperawatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
irektur.

Bagian Kedelapan
INSTALASI

Pasal 34

(1) Instalasi Rumah Sakit merupakan unit penyelenggaraan pelayanan
fungsional di Rumah Sakit. : _

(2) Instalasi dipimpin oleh secrang Kepala dalam jabatan fungsional atau non
struktural yang bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

(3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan Rumah Sakit,
perubahan jumiah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direkiur sesua dengan

peraturan perundang-uﬂdﬂﬂﬂﬂﬂ yang bﬂ’!ak“- : : .
(4) Pengangkatan Kepala instalasi dan uraian tugas masing-masing Instalasi

ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
pasal 35

(1) Instalasi yang berada di bawah \Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri

dari ;

. . .. . mnasi Terpadu;

a. |nstalasi Administras! dan Info Rumah Sakit (PKMRS);
: han Kesehatan Masyarakat Ruman o3 ( %

b. Instalasi Penyulu penelitian;

c. Instalasi pendidikan dan »
d. Instalasi lain sesusl dengan kebu

Sakit. =
(2) Instalasi yang berada di hawah Wakil Dire

a. Instalasi Rawat Jalatl'l:
b. Instalasi RawatInap:
o |nstalasi Rawat Intensif
d. Instalasi Hemodialisa,

yyhan dan perkembangan Rumah

kiur Pelayanan terdin dari :

14
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Instalasi Gawat Darurat:
Instalasi Bedah Sentral:
Instalasi Radiologi;
Instalasi Patologi Klinik dan Bank Da it:
Instalasi Fatologi Anatomi: T8 Rrah Sk
Instalasi Rehabilitasi Medik:
Instalasi Farmasi;
Instalasi Gizi;
. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit:
Instalasi Sanitasi Rumah Sakit:
Instalasi Pemulasaraan Jenasah (Mortuary) dan Ambulance;

Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Rumah
Sakit.

so3gTFTTIFE S

Bagian Kesembilan
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 16

Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas
W melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah
Sakit.
(2) Satuan Pengawas Intem berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
ktur
(3) gg;an Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

Pasal 37

dan penilaian
intern bertugas melaksanakan pengawasan |
?aarhﬁgppeﬁgrxnaan kegiatan semua unsur di Flll.lﬂs:jlj m;&:#:ltanagar dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

k:
Pengawas Intern berfungsi untuk
Dalaﬁﬂm?:::ﬁk::a;:: ﬁiﬂ:aﬂﬁa:gnger?daﬂan internal Rumah Sakit dalam
d. nci

hal pengamanan harta kekayaar,
b. Melaksanakan pemeriksaan/aud si keuangan,
c. Menciptakan akurasi sistem ‘";‘:E:nag. o
: ﬂengipmkandﬂ:;ﬁﬂﬁ:: t:agll:;%ahan manajemen dalam praktek bisnis yang
e. Mendorong

sehat;

keuangan dan DﬂErﬂEiﬂﬁEL

f. Melakukan identifikasi resiko: |
g. Mencegah terjadinya penyimpangan
pasal 39
' Satuan
as, fungsi dan kewenangan
Susunan organisasl. keanﬂﬂﬂ*ﬁ*':“&m:;gn eputusan Direktur

Pengawas Intern diatur lebin lanju

15



Bagian Kese
puluh
TATA KERJA

Pasal 40

1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpi

o Rumah Sakit wajib mﬁﬁﬂrap:an l:t:_;iimfgplna!] satuan kerja dilingkungan
dan cross functional approach secara fm;aﬂ"'dlnaml integrasi, sinkronisasi
maupun di luar lingkungan satuan kerja sesu !?an horisontal baik di dalam

(2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menga ey ook el

ing dan apabil i ; ngawasi kerja bawahannya massing-
masing pabila terjadi penyimpangan waii :
yang diperlukan sesual dengan ketegntu;:aldm DEnamBl iangrateEga
undangan yang berlaku. an peraturan perundangan-

(3) Sefiap pimpinan satuan kerja bertanggu : :
engkoordinasian bawahan dan membakan binbingan sera petunilK
bagi pelaksanaan tugas bawahannya. ]

(4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan seria men ' P
pada waktunya. yampaikan laporan berkala

(5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan kerja dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya tembusan laporan
lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan kerja
lain yang secara fungsional mempu nyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sefiap pimpinan satuan kerja dibantu oleh
kepala satuan kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

Bagian Kesebelas
KEPEGAWAIAN

Paragraf 1
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Disiplin Pegawai

Pasal 41

: - i i Negeri Sipil danfatau
1P ah Sakit dapat diangkat dari Pegawal :
W Nzﬁa;;maiir{lﬁgggﬁ Sipil yang profesional sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

J al dari Non Pegawai Negeri Sipil

2 i Sakit yang beras ‘ [
“ E:E:;;aillﬂaigmgirnaksud ;',rat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau

berdasarkan kontrak. . , Salit sorasal da
hentian Pegawal Rumah yang

5 E:;’;ﬂ?kﬁggg a‘.’:‘ﬂﬁﬁuaihﬁn dengan I-:atm:ité.i_afl'll PEIEItL;LaTa EEI‘UI"IdEmg-
:an Pegawal Negeri Sipil yang rlaku. _

(4) LFJ‘ndangan tﬁmgfnk:ﬁg;ﬁéntian Pegawal Flgm._ah Sa!nt yang berasal dari
Ner‘bgangl-r.ﬂ _ﬂM eri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis, dan
pg&zﬁﬂgi&;mﬁanimﬁmn pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut

oleh Direktur.
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Pasal 42

hal rﬁenara k i ok
(1) Dalam erapkan disiplin pegawai
kepada mas : al untuk
bersta?us &Sﬁﬁﬂ yang lebih profesional inagetu]u;j gl ok
ng mengatur te egeri Sipil diterapkan peraturan o iR
yang g ntang disiplin Pegawai Megeri Sipil perundang-undangan

(2) Sedangkan untuk pegawai non Pegawal ot
disiplin pegawai yang diatur lebih lagri:tm;gﬁg[?:aﬂﬂl AL SR TGN

_ Paragraf 2
Kesejahteraan Pegawali

Pasal 43

) g“a”:‘ m”g““’ﬂg mEli;asi keria dan produktivitas pegawai maka Rumah
akit menerapkan kebijakan te - : : ;
mempunyai kinerja baik:i:i vong ol fen an pepaee T
} an sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi
ketentuan at:.au m;.:langgar peraturan yang ditetapkan.

(2) Rumah Sakit wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai
Rumah lEa‘mt dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja Yyang
memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat
sesuai dengan ka_t_entuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) _Rurqah Sakit wajib mengikutsertakan seluruh Pegawai kedalam program
jaminan sosial tenaga kerja.

(4) Pegawai Rumah Sakit yang berstatus bukan/ non Pegawai Negeri Sipil
dapat membentuk Serikat Pekerja sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

Bagian Kedua belas
REMUNERASI

Pasal 44

(1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Pengelota/Direksi,
Dokter Konsultan, Dokter Tamu, Tenaga Pl'ﬂfEEiﬂﬂ?1 lainnya dan Pegawal
Rumah Sakit berhak mendapatkan remuneras berdasarkan tingkat

Ciwieing iawaly dan tuntutan pmfasiunalisme yang diperiukan. _

(2) Hgﬁlnﬁéﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan
kerja yang dapat berupa gajl tunjangan tetap, honorarum, insentif, bonus
atas prestasi, pesangon dan/atau uang pensiun serta imbalan lainnya
sesual denga'n tingkat tanggund jawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperiukan sesuai dengan kemampuan. :
(3) R-Ep?nungraﬁi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

: s 1) diberikan dalam bentuk honorarium.
sebagaimana dimaksud pada V2 (G CCETo oy (4) diatur lebin lanjut dan

: : imaksud
0 R e S e Dett

Sekretaris Daeran.
pasal 45

. ektur selaku pemimpin Rumah  Sakit,
(1) Penetapan remuneres Lo r yang berdasarar

::eﬁz.:;m?;g:}ar:i Eﬁumiﬁh Yot yang dikelola Rumah Sakit, tingkat

pelayanan serta pmdukthritas;
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p. pertimbangan persamaann ,
ya dengan ; iy
;ﬁ::q:‘lguai:a pendapatan Rumah gahi:”t::-::’:‘;‘ DEL'T_.ra 1r1ar| sejenis;
menfi}pert?:'th:r::?cgl Rumah Ea!tit yang dita’canﬁan Ecl-rlglsaﬁali‘rmt d
N antara lain indikator ke a dengan
dan rnaljfﬁat l_:agil masyarakat, uangan, pelayanan, mutu
(2) Remunerasi Wakil Direktur Umum dan Keuanga '
O e i St i
r -
Direktur. (sembilan puluh persen) dari remunerasi

2

Pasal 46

Hnnﬁrariumlnew:ntsengavms ditetapkan sebagai berikut :

a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling ban

puluh p-e_:raen} dari gaji Direktur selaku ;Emir?“-pin R‘:’fﬂﬁaﬂhegﬂ;ﬁ; 40% (empat

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga
puluh enam persen) dari gaji Direktur selaku pemimpin Rumah Sakit dan

c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima
belas persen) dari gaji Direktur selaku pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 47

(1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola/Direksi Rumah Sakit dan pegawai
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dapat
dihitung berdasarkan indikator penilaian :

pengalaman dan masa kerja (basic index);

ketrampilan, fimu pengetahuan dan perilaku (competency index);

resiko kerja (risk index);

tingkat kegawatdaruratan {emergency index);

e. jabatan yang disandang (position index); dan
f. hasilicapaian kinerja (performance index). _

(2) Bagi Pejabat Pengelola/Direksi Rumah Saxit dan pegawai Rumah Sakit yang
berstatus PNS gaji pokok dan tunjangan mengikuti perturan perundang-
undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan
penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

aoow

Pasal 48

dan Sekretaris Dewan
1) Pej lola/Direksi, Dewan Pengawas
L Pzi:b:u:afen gr?gn diberhentikan sementara dan Jabatannya marnpen:_-beh

nghasilan:f:ebﬁar 50% (Iima puluh persen) dar e/ N0
Eﬂlﬂg e berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan
ulan terakhir Yang tang jabatan yang bersangkutan.

‘ utusan definitif {0 : -
12) gﬁet?pﬁngggtkegenge!nlamire!{f-l berstatus PNS '&';‘"9 EE;HFFEﬁhﬂ';
gl Pelabe i jabatannya sepagaitiats e ~
sementara dan f!i oflan sebesar 50% (lima |_::uluh persen) dari remunerasi
El:h:npfaﬁi:iﬁi"%u?nah Sakit seiak tﬂ”ﬁ%?lt:;;ﬁ?f”ﬂm“ atau sebesar gajl
PNS berdasarkan surat keputusan pangk ’
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Bagian Keti
ga bel
STANDAR PELAYANAN ::tHlHtAL

Pasal 49

1) Untuk menjamin ketersediaan, : _
( umum yang diberikan oleh Hum':::ﬂ'lﬁﬂgkauan dan kualitas pelayanan

Pelayanan Minimal Rumah Sakit mﬂgﬁ:‘*g&:ﬁg:t% manetagkan Standat

2) Standar Felayaqan Minimal sebagaimana di
diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit s.ela}:; p;n:nah‘!asmq: gﬁ;hwsztki{f“ i
(3) Standar Fﬂblﬂ?ﬂi;“ Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat {-1] harus
mempertimbangkan Kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. ks

Pasal 50

{'1} Elal'l.dal' F'E]EI]I'EI_I'IErl‘I Minimal hﬂms memenuhi pam-rammn :

a. Fokus pada jenis pelayanan;

b. Terukur,

¢. Dapat dicapai,

d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
g. Tepat walktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan
fungsi Rumah Sakit.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan
yang pencapaiannya dapat dinilai sesual dengan standar yang telah
ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesual
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. _

(5) Releven dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya
untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) T_IUFUf e, merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat belas
TARIF LAYANAN

Pasal 51

(1) Rumah Sakit dapat memungut biay gﬁiﬁik’;‘fﬁ’m‘ sebagai imbalan
i an yan : .
2 ?tas barang danfat:ll J::: ;:E: s layanan sebagaimana dimaksud pada
:I an;gfll;? gittgjtjalb:ft; galam bentuk tarif yang disusun atas dasar pernitungan
: : tau pe X

@) ?}33!"3 satuan pearn'-;";:ﬂ:g ;adﬂ Fa?m (2) termasuk imbal hasil ga;jg wajar

d::;fi:;b;gg'irgana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per

- A
atau p JE tarif sesua jenis layanan Rumah Sa
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Pasal 52

1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulka _
] Eﬂkjt kepada Wﬂ1lkﬂta..me|a_]u.-| SEkrgt:ﬁihuDaZ?;ur selaku Pemimpin Rumah
) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada a

Peraturan Walikota. yat (1) ditetapkan dengan

(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimak

" sud
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan | r;i::a gyat EEE?i
mﬂT’Q“ﬂ“f“" kompetisi yang sehat st i

4) Waliko alam menetapkan besar - : :

( ayat (2) dapat membentuk Tim. an tarif sebagaimana dimaksud pada

5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pad .

\Walikota yang keanggotaannya dapat berasal dar Tyet ) Aietpien o
a. Pembina teknis; :

b. Pembina keuangan;
¢. Unsur perguruan tinggi;
d. Lembaga profesi.

Pasal 53

(1) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan
perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara keseluruhan maupun per unit layanan.

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berpedoman pada ketentuan Pasal 52.

Bagian Kelima belas
PENDAPATAN DAN BELANJA

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 54

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari -
a. Jasa layanan,

b. Hibah; . -
¢. Hasil kerjasama dengan pihak (ain:
d. APBD;

?- APBN; dan

Lain-lain pendapatan gumah Sakit yang sah.

pasal 55

. persumber dari jasa layanan sebagaimana
(1) ;ﬁ:kﬁagﬂgmmggsﬁﬂ mﬁf - berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
g rakat. )
layanan yang dmﬂ"“ﬁ"md;ﬂ:ﬁemummf darihibah sebagaimana
(2) EF“d:spa::a; ialjrlljﬁgﬂﬂi &4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak
imaksud da

terikat.
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i kerjasama -
dan usaha lainnya yang mendukung ty Operasional, sewa menyewa
tan Rumah Saki 9 tugas dan fungsi Rumah Sakit.

{4] F;Eﬂdapﬂ it yang h.amumber dari .
IIj“m'“‘muil[i ‘:fa Eg;‘{u Pasal 54 huruf d berupa PandapataTEE a-iaagau;n:naf
.-;at::rISi_!E e anggaran Pemerintah Badiak b yang berasal aan
pembiayaan APBD. ukan dari kegiatan

(5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APB '
| N
dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dapat berupa pendapatan Taa;gahlamg;

dari pemerintah dalam rangka pelak .
pembantuan dan lain-lain, pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas

(6) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ata
Eembanh:a;i S?bagalmim dimaksud pada ayat (5) proses peng:hlaan
guangan diselenggarakan secara terpisah
berlaku dalam pelaksanaan APBN. 'pisah berdasarkan ketentuan yang

(7) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagai -
Pasal 54 huruf f antara lain ; yang sah sebagaimana dimaksud dalam

hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan kekayaan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit;

g. hasil investasi.

~pan o

Pasal 56

(1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai RBA. ‘ _

(2} Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesual

eruntukannya. .

(3) pEEh.Iruh pengapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf &, huruf b, huruf © dan huruf f ::Iil,ahganakan melalui rekening kas
Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli
daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek

pendapatan Rumah Sakit.
(4) Seluruh pendapatan Isebagatmana
kepada Pejabat Pembina Keuangan

Paragraf 2
Belanja

dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
Daerah setiap triwulan.

Pasal 57

| dari unsur biaya yand sesuai dengan struktur

(1) Belanja Rumah Sakit terdr Anggaran Rumah Sakit

biaya yang dituangkan daiam Rencand Bisnis dan

definitif. .
(2) Biaya Rumah Sakit I: o

operasional. _ gimaksud pada ayat 2) mencakup selur
(3) Biaya nﬁmﬁﬂ;ﬁ:ﬂ::nlgﬂﬂh cakit dalam rangka menjalankan tugas

biaya yang men|

dan fungsi.

merupakan biaya pperasional dan biaya non
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(4) Biaya non operasional sebagaimana dimag
seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Eﬁe:ﬂ pada ayat (2) mencakup
_1aksaF|lman lrt:.rgaa dan fungsi. It dalam rangka menunjang

(5) Eﬁﬁ m:n’:‘;ay:“:" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasi
untu s program peningkatan pelayanan, kegi ) dialokasikan
kegiatan pe ukung pelayanan, , kegiatan pelayanan dan

(8) Femhiaylraan program dan kegiatan . ,
dialokasikan sesuai dengan k&hjmpglﬁeilgi?: '?;E:&”Eﬁ:ggﬁg ayat (3)

Pasal 58

jaya operasio i :
(1) dE;ag P nal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) terdiri
a. biaya pelayanan; dan
b. blaayra; umum dan administrasi,
(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencaku
. & F
ﬁ;llgr;laf':mbfya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan
(3) Biaya umum dan adminisirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
mencakup seluruh biaya operasional yang fidak berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan. e
(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. biaya pegawai,
b. biaya bahan;
c. biaya jasa pelayanan;
d. biaya pemeliharaan;
@. biaya barang dan jasa; dan
f. biaya pelayanan lain-lain.
(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
a. biaya pegawai,
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya promosi; dan
f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 59
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) terdiri
dari ;
a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank; |
¢. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan n:ilar, dan
e. biaya non operasional lain-lain.

pasal 60

. h Sakit yang bersumber sebagaimana

(1) glelur*::i dng?:rLuEF:::Elb;?:UE:Thumfbl huruf ¢ dan hiuruf f disampaikan
im i :

kep:daupajahat pengelola ﬁs;auﬁaag %ﬂiﬂ:ﬁ:ﬁpﬁﬂmﬂr i

(2) Seluruh pengeluaran biaya engan menerbitkan SPM Pengesahan

- ¢ (1) dilakukan deng :
%ﬂ;ﬁ?;mﬁ? 2 o Surat Pemyatadn Tanggungjawab (SPT-)



rmat SPTJ sebagai ;

q) Fo gaimana dimaks

'[ pengeluaran sebagaimana dimak ud pada ayat {(2) dan format laporan
bariaku. ) yat (1) sesuai peraturan yang

Pasal 61

(1) Pengeluaran  biaya Rumah  Sakit i :
mempertimbangkan volume kegiatan Haﬁnbgﬂn"“” fleksibiltas  dengan

() Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pengeluaran bi ' : iani

i panibahan ecsomian. ke Sy e e
ditetapkan secara definitif. . g, T

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagai i
ayat (1) hanya berlaku untuk biaya Humahhasg;kmngmba;r;z; p::ﬁ
pandgl;{s_ltan selain dan APBN/APBD dan hibah terikat.

(4) F+&k54bll1t_as pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku untuk Rumah Sakit yang berstatus bertahap.

(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran Rumah Sakit mengajukan usulan

tambahan anggaran dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtentukan
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit.

(3) Besaran perseniase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
RBA dan DPA-BLUD cleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat &)
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional, dan dapat dlpEFtanggung}awabhﬂﬂ.

Bagian Keenam belas
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 63

' ai parangkat kerja pemerintah daerah untuk

M Equrgah Ea:-;i;ﬁ:;ﬂ |I;f,raa:a|nsi:22hatin gecara lebih efektif dan efisien sejalan

; é |; r?emraktek enis yang sehat, yang pengel_ulaa nnya dilakukan
begasa th;.n kewenangan yand didelegasikan ole AR, .

harus mengutamakan efektivitas

9 aan kegiatan R
& dDaa:uaTenﬁsp;!:;ssagm cualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat S0pa

ian keuntungan. ;
mengutamakan pencarar ‘akan dan meningkatkan layanan
() Rumr Sat dalam menyelendgatel m  cibilitas dalam pengelolaan
sehatan kepada
keuangannya.
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Pasal 64

pengan berpedoman pada tujuan sebagai "
Pola pengelolaan .I{euangan Rumah Eaﬁl'?dlian}i:aledmmc' pada Pasal 63,
walikota. anjut dengan Peraturan

Bagian Ketujuh bel
as
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 65

(1 Eﬂmrt:t:’laan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris
ae '

(2) Pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh Pejabat
Keuangan Daerah Kota Magelang. Pejabat Pengelola

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 66

(1) Pengawasan operasional Rumah Sakit dilakukan oleh pengawas internal,
(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Satuan Pengawas Intern yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk
dengan mempertimbangkan :
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume danfatau jangkauan pelayanan.

Bagian Kedelapan belas
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 67

akit dilakukan setiap tahun oleh

) o in S mah S
(1) Evaluasi dan penilaian Kinera Ruma adap aspek keuangan dan non

Walikota dan/atau Dewan Pengawas terh

keuangan. . | dimaksud pada ayat (1)
(2) E;ft::l'?;:i due:;ufemn:alﬁ;:k“?nt?"gkm pencapaian hasil pengelalaan Rumah
Sakitjsegagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA Rumah Sakit.

pasal 68

: i keuangan

. s e . odg  Rumah Sakit terhadap _aspah

E:E:laugaasi;n::an d?n?gﬂﬁ:ln oo Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan
. it dalam : i

g“ﬂhat kemanl:mt? i::“:lﬂsgf:kgéﬂ “h":.,si; kerja dari layanan yang diberikan
. Mmemperoe a

b, RneDIEL) saiban janghs pendeiTl (i)
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memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas).

4. kemampuan penenmaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran

Pasal 69

Penilaian kinerja dari aspek non keuanga _ .
hatal 67 Wyt (1), dapat dukir berlasikan pact s
internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan pelanggan, proses

Bagian Kesembilan belas
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 70

(1) Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit berupa sarana, prasarana, bangunan
halaman, jalan, taman dan lain-lain dilakukan seoptimal murl‘lgkin untu‘r‘c
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok dan
E-'”Elﬁb': Rumah Sakit sesual dengan peraturan perundang-undangan yang

erlaku.

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit termasuk cahaya,
udara, dan kebisingan;

Penyehatan makanan dan minuman;

Penyehatan air bersih dan air minum,

Penyehatan tempat pengelolaan linen;

Pengelolaan sampah;

Pengendalian serangga dan binatang pengganggu:

Sterilisasi dan desinfeksi;

Pemantauan bahaya radiasi;

Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

~Te e any

Pasal 71

Selain pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 juga

dilakukan pengelolaan limbah yang meliputi: o
a. Fengeliﬂlain limbah cair secara kimiaw, fisika dan IbanI::rgm,
b. Pengelolaan limbah padat infeksius dan non infeksius;

¢. Pengelolaan limbah gas.

BAB Ill

POLA TATA KELOLA STAF MEDIK FUNGSIONAL

Eagian Pertama
STAF MEDIK EUNGSIONAL

paragraf 1
Flgngll‘lgmn
pasal 72

ntikan oleh Direktur atas saran Komite Medik

. ' dan dibﬂrhﬂ .
E;?uﬁﬂig:rﬂﬁfwmn perundang-u ndangan yang beraky
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Pasal 73

Untuk dapat menjadi Staf Medik di R ;
mermniliki - _ umah Sakit maka setiap Staf Medik harus
g Kompetensi yang dibutunkan.

b, Berlisensi yang sah menurut 3
c. Sehat jasmani dan rohani, perundang-undangan yang berlaku.

_ erperilaku dan moral yang baik,
a, Suratizin praktek di rumah sakit yang masih berlaku

Pasal 74

(1) Direktur menetapkan setiap staf medi
saran dari Komite Medik, ik untuk suatu tugas atau jabatan atas

(2) Rincian tentang hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jaw
_ ‘ : . : ab Staf
E‘:ﬂdﬁt sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkang?ebiﬁ jlranjut oleh
irekdur.

Paragraf 2
Pengorganisasian

Pasal 75

Staf Medik yang bekerja di unit pelayanan Rumah Sakit wajib menjadi anggota
Staf Medik Fungsional,

Pasal 76

(1) Staf Medik dikelompokkan sesual spesialisasi atau keahliannya dalam
Kelompok Staf Medik Fungsional.

(2) Pengelompokan Staf Medik Fungsional berdasarkan pada pertimbangan
sebagai berikut o ]
a. Adanya 2 (dua) atau lebih dokter dengan spesialisasi atau keahlian

yang sama. o |

b. Adanya 2 (dua) atau lebih dokter dengan spesialisasi atau keahlian
yang berbeda tetapi dengan disiplin ilmu yang ada kemiripan.

c. Adanya 2 (dua) atau lebih dokter umum dan atau dokter gigi.

pPasal 77

Setiap Kelompok Staf Medik Fungsional minimal terdiri dari 2 (dua) orang Staf

Medik,
pasal 78

n Staf Medik sesuai dengan peraturan yang berlaku
Walikota dengan memperhatikan kendisi
abkan penugasan di Rumah Sakit akan

(1) Jangka waktu penugasa :
kecuali yang ditetapkan ole .
sebagai berikut yand gkan mMenye
hﬂm;“?“ prakte'r'i yangd bersangkutan sudah tidak berlaku sesual dengan
a. Bila ijin i sy |
b E?mt;m:isp;a;tr;iﬁiﬂ;: lg ﬁ{:ﬂ staf Medik yang hﬂn;rsatgglfu'can dipandang

: t;-rl;li:k :E.mpu jagi melakukan tugasnya gecara me p;
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.. Bila Staf Medik telah berusia &
| : ; 0 tahun, k .
¥ Bia b bl seschit g pertinbangan dat Ko Moy
4 > rofesional, haialailaa‘“nyata:;:; tﬁia'l'! melakukan “ﬁm?ﬁfn”ﬂ:: tidak
di}lmlptl;?nmulah Kornite Medik perilaku  menyimpang lainnya  yang
e. Bia edik mengajukan pengunduran diri isetuiui
Direktur. . iri dan telah disetujui oleh

) Penugasan di Rumah Sakijt
?) Gtotapkan bia : Pada seorang Staf Medik hanya dapal

a. Memenuhi syarat sebagai ;
perundang-undangan yanaggt?;na?q? Medik berdasarkan peraturan

B E‘j;:g: Egiga:mh‘;wl:manﬂb';n??:ﬂh berlaku di Indonesia baik yang
sejawat, diri sendiri. rhadap masyarakat, pasien, teman
ok etika Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direksi.

mperhatikan syarat-syarat praktek yang berlaku di Rumah Sakit.

a0

Pasal 79

seorang dokter yang ditetapkan sebagai Staf Medik di Rumah Sakit terdiri dari
dokter tetap, dokter konsultan dan dokter tamu.

Pasal 80

(1) Dokter tetap adalah dokter yang direkrut olen Rumah Sakit sebagai pegawai
dan bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggung jawab
kepada Rumah Sakit.

(2) Dokter Konsultan adalah dokter yang kerena keahlianya diminta oleh
Rumah Sakit untuk memberikan vonsultasi kepada staf medik yang
memeriukan dan oleh kersnanya ia tidak secara langsung menangani
pasien.

(3) Dokter tamu adalah dokter yang kerena reputasi atau keahlianya diminta
oleh Rumah Sakit untuk menangani atau membantu menangani kasus-
kasus yang tidak dapat ditangani oleh staf medik yang ada.

Paragraf 3
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

pasal 81

Staf medik mempunyai fungsi sebagal pel,aksanai' pelayanan mgf:ﬁs. pendidikan
dan pelatihan serta pEﬂEﬁtiHn dan pengambangan di bidang medis.

pPasal B2

z i tugas -
D i inya Staf Medik mempunyal t- ; ,
a?ﬁl{';ﬁ:;‘;‘:ﬂ:ﬁ”ﬁﬁtﬁn e iesl yang melipui prosedur ciagnosis

amulinan. ot
" o prei TP, st . et
pelatinan berkelanjutan. . dengan standar profesi, standar
i ! ayanan sasudl g : '
¢. Menjaga agar Fu:iltﬂs E{ eqokteran yang sudah ditetapkan.
pelayanan medis dan enganaﬁmﬂ dan membuat laporan

d. Menyusun, mengumPti s .
pemantauan indikator mutu Kklinik.
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Pasal 83

Kewenangan masing-masing anggota kelompok Staf Medik disusun oleh Ketu
ole a

Kelompok Staf Medik dan kemudian di
pirettur untuk dibuatkan surat REPum;;'ﬁ:i:,L:n oleh Ketua Komite Medik kepada

Pasal 84

Kewenangan anggota Staf Medik ditentukan berdasarkan

R

Tingkat pendidikan
pengalaman kerja
pelatinan yang diikuti
Kompetensi

atatus kesehatan, dan
Etika

Pasal 85

Kewenangan anggota Staf Medik berakhir apabila:

1.
2

@ o -

Telah manpapai usia 60 tahun

Mengalami halangan tetap sehingga tidak mampu menjalankan tugas
secara terus menerus

Dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan keputusan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Dicabut oleh pengadilan

Masa berlaku surat izin praktek telah berakhir

Tanda registrasi habis atau dicabut dari konsil kedokteran indonesia

Pasal 86

Kelompok Staf Medik mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu,
etik dan pengembangan pendidikan staf medis. Tanggungd jawab tersebut

adalah sebagai berikut.
i ¥

. Memberikan laporan

asi melalui Ketua Komite Medik/Panitia Kredensial

kepada Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di Rumah

' i Pola Tata Kelola Staf Medik Fungsional.
Sakit yang diatur dalam ta Kelola Staf Mook (08 arken data yang

melalul peer review, audit medis atau program quality

Memberikan rekomend

komprehensif, W liias)
improvement (perbaikan ias). : i .
Memberikan rekormendasi melalui Ketua Komite Medik/Panitia Kredensial
kepada Direktur terhadap permohonan penempatat ulang dokter di Ruman
Sakit yang diatur dalam Pola Tata Kelola Staf Medik Fungsional di Rumah
;Sulaahr:i}aﬁkan kesempatan pagi para dokter untuk mengikuti “"Continuing
: ePD. _
ﬁ:ﬁgﬁnﬂgﬁﬁeﬂgﬁz glirektur melalui Ketua Komite Medik, hal-hal
: kteran.
yang terkait dengan p[:ﬁuﬁ?; ua Komite Medis kepada Direkiur secara
e tahun satu kali melipuli has.il_pgmaptauan indikator
teratur minimal sat w Kiinik, hasil evaluas! kinerja praktek Klinik,

mutu Kiinik hasil evaluasi ™ taf dan lain-iain.
pangembaﬁgaﬂ .
Eiellakaanaan prngr?kﬁ;n (up-d: ting) standar prosedur operasional dan
alakukan peroal iu disampumakan secara berkala sesual dengan

dokumen terkait yang pef
situasi dan kondist
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Paragraf 4
Hak dan Kewajiban

Pasal 87

(1) staf medik yang bekerja di Rumah Sakit dengan status dokter tetap berhak :

a.

(2) Staf Medik yang bekera di Ru
konsultan atau d
a.

mMemperoleh kesejahtera '
Mern janteraan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri

1. Penghasilan yang layak ;
ditetapkan oleh FEma; ntahsena tidak melanggar ketentuan yang

Penghasilan sela : )
Rumah Sakit ma pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di

ﬁ::mi kepegawaian yang jelas dan pasti

naikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di i

Ezngamﬁ:ngan iﬂngalahmn dan I-:gtergmpilanu | Ruman SaKt
ngembangan karier sesuai kemampuan individ

yang berlaku di Rumah Sakit A e

Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti yang lai i

berlaku di Rumah Sakit Hyoeg Jainnym Seausl ksleaisi JRIG

8. Cuti hamil bagi dokter perempuan sesual ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah g

9. G_utl khusus berkenaan sifat pekerjaannya sesuai keentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah

10.Lingkungan kerja yang sehat sera perlindungan terhadap
kecelakaan kerja

11.Pemeriksaan kesehatan prakarya, rutin dan khusus sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah

42.Santunan ternadap kecelakaan kerfja yang menimpa sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh permnerintah

13.Uang duka bagi keluarganya apabila meninggal dunia

14 Bantuan hukum selama menjalani proses hukum yang berkaitan
dengan pekerjaannya .

Menggunakan fasilitas yand dimiliki Rumah Sakit untuk mefakukan

layanan kesehatan berdasarkan standar mutu layanan yang tinggl

Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat sebagal staf medik

Rumah Sakit

Menandatangani
Rumah Sakit, baik untuk
melaksanakan sebagian pers
Memperoleh hak-hak yang lain yang

mah Sakit dengan status sebagai dokler

okter tamu perhak atas : _
Menerima imbalan jasa yand layak sesual peraturan yang berlaku atau
heir;ah:tan yang dipuat oleh pihak Rumah Sakit denganstaf medis
ﬁ::kﬁﬁg g:ﬂurill;n yang gehat mendapatkan perlindungan terhadap
kecelakaan kerja : Sakit

jen di Rumah
Kesempatan Utk memm:l Félai;iilm Rumah Sakit melakukan layanan

Penggunaan fasilitas y2nd dar mutu layanan yand tinggi

tan !
kasehatar;a T“;ﬁffﬂ;msm*ﬂﬁ* dengan dokter lain yang tercatat
pa

sebagai staf medis RS

2.

~N ;e

dokter tamu yang tidak tercatat sebagal staf medik
kepentingan konsultasi atau untuk membantu

kerjaan yang tidak dapat dilaksanakannya.
ditetapkan di kemudian hari.
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i Kesempatan untuk mendatan k
sebagai staf medi gkan dokter tamu lai idak tercatat
m:guntuk merit::ntiuwz?a f;:kn, baik untuk Qgeﬁﬁ;fﬂ;ﬁum
dapat dilaksanakannya, nakan sebagian pekerjaan yang ftidak

g. Kesempatan beristirahat untuk se
karena alasan-alasan lain yang layak (R WalRY lrarm ekt ER

h. Hak perlindungan hukum sepan|
s o s e VA 1

Pasal 88
medik Rumah Sakit waji :
gﬁm: _ waiib melaksanakan kewajibannya antara lain sebagai
4 Wajib mentaati semua peraturan perundan
I _ g-undangan yang berlaku.

2 ﬂﬁnﬂ:‘aﬂﬂ tepat wakiu di pelayanan/poliklinik yang sudah dijadwalkan

3, Waijib mentaati semua peraturan internal Rumah Sakit

4. :.fﬂ:ﬂ:g ar;:;r;tﬁau etika Rumah Sakit, etika kedokteran, etika bidang dan

5. Wajib melaksanakan klausulaklausula dalam perjanjian antara Rumah
Sakit dengan EFaf medis atau antara Rumah Sakit dengan pihak lain.

B. Wapjr.n qmmbenl-:an]ayanan medis dengan mutu tinggi kepada pasien yang
menjadi tanggung jawabnya serta bersedia dihubungi atau dipanggil setiap
saat apabila kondisi klinis pasien yang bersangkutan berada dalam keadaan
emergency.

7. Waijib memberikan pertolongan emergensi (baik kepada pasiennya sendiri
atau kepada pasien lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya) apabila
kondisi klinik pasien tersebut berada dalam keadaan emergensi

8. Wajib menjaga etka Rumah Sakit seria perperilaku sopan terhadap
pimpinan, manajer, staf medis lain, profesional lain, pasien, keluarga pasien
serta pengunjungnya. , . ;

9. \Wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan pmfesmnal lain yang
berada di Rumah Sakit dan menghormat kode etik profesi merexa

10. Waijib menyelesaikan semua kewajiban administratif sesuai peraturan yang
berlaku _ ]

11. Waiib hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan Rumah Saki
atau komite medis. ) 2 :

12. Waiib hadir dalam dengar pendapat (hearing) yang diadakan ofeh pimpinan
R o Sakit, komite medis atau fim YSug dibentuk oleh Rumah Saik
berkaitan dengan penanganan pasieliaPe oy,

13. Wajj O K oyalitasnya kepada Rumah 52

14, Walt e umah Sakit dalam rangka meningkatkan mutl EYare,

I W e ntaati kewajipan-kewajban laln FO0C ditetapkan di kemudian hzt

16. Wajib menambah limu pengetantiar dan mengikuti perkembangan {imd

i .

ey g S

. segera setelah pasien 5"5_"13531 ?EET;T: f;ﬁn:yki:azapada pazr.ian dan atau

18. Waijib membeﬁhan pﬂﬂgﬂiﬂ‘:ﬁﬂn tindakan kedokteran/kedokieran gigi untuk
keluarganya bila Elhl?'! dilak
mendapatkan perse yuan. . atas mencakup :

19. Waijib memberikan ponp laszzdakan medis

a. Diagnosis dan cal .
b. Tu?gan tindakan medis yang d lakukan
c. Alternatif tindakan lain dan risikonya



d. Risiko dan komplikasi yang munaki
i ; kin terjadi
e Prognosis tehadep tndakan yang dsuan
20. Setid : okteran atay 2
tinggi harus diberikan dengan pe kedokteran gigi yang mengandung risiko

yang berhak memberi persatujoan © uan tetulis yang ditandatangani dari

# Eijfmmgﬁfmhﬁ"ai?ﬁ“ e OKteran, rahasia dapat dibuka hanya untuk

hukum dalam rangka Pasien, memenuhi permintaan aparat penegak
Ngka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, at

berdasarkan peraturan perundang-undangan pa sendiri, atau

Pasal B9

Terhadap pasien yang ditangani Staf medik R o

kewajibannya antara lain sebagai berikyt - umah Sakit wajib melaksanakan

1. Melakukan upaya kesehatan dengan sungguh- i
sesuai standar mutu yang tinggi F ngguh-sungguh dan profesional

2. Segera menjalankan kebijakan medis yang benar, layak dan dapat diterima
sesuai standar mutu yang tinggi

3. Segera merujuk ke dokter atau fasilitas kesehatan lain manakala staf medis

(baik karena keterbatasan kemampuan, peralatan, waktu atau karena

alasan lain yang masuk akal) tidak mampu lagi untuk melakukanatau

meneruskan upaya kesehatan terhadap pasien

Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pasien

Menjalin kerjasama yang harmonis dengan tenaga kesehatan lainnya

Memenuhi apa yang menurut efika dan hukum menjadi hak pasien

Menghormati kepentingan-kepentinganlain dari pasien

Menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara khusus

dengan pasien :

a. Menerbitkan surat keterangan yang diperlukan bagi kepentingan pasien

10.Menghormati kerahasiaan (konfidensialitas) medis pasien

11.Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya kepada
pasien dengan mempertimbangkan aspek psikologiknya

C0 - O LA e

Pasal 90

f medik tidak dapat
Dalam hal karena sesuatu yang mlenyra_habkan sta .
melaksanakan kewajibannya menangani pasien unltui: sarnentsrg wakiu “n;akajg
wajib mamberitahu atau meminta jjin kepada pimpinarn Rumah Sakit serta waji
menunjuk  dokter pengganti (dengan keahlian sebidang dengannya) yang

disetujui oleh pasien.
Pasal 91

ional (SPO) yang terdiri dari
(1) Menyusun Standar:msgi;:;a ﬂsf:r::?gma rEg e e ajaiial Wi

a, Standar Prosedur o 3 rawat jalan, pen gaturan tugas rawat inap,
s jaga pengaturan tugas intenq'rl’: pengaturan tugas di
ha!:ma; hersalin, pengaturan visite/ronde, pengaturan
kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka,

: r konsultasi prosedur rujukan.
kasus penyait terten®) ms;i; \iatas dibawah kordinasi oleh Wakil

| Direktur Pelayanan .onal bidang kellmuan/keprofesian adalah
¢. Standar Prosedur ?PE;:T;? anan Medis, masing-masin REIDE_npnI{
merupakan TG ;ela}fﬂﬂﬂ“ medis minimal untuk 10 jenis penyakit.
tanda

menyusun s
3l



(3) Menyusun iﬂdikﬂtﬂ mutu klinis
Masing-masing kelompok staf _ N
indikator mutu output atauy ﬂu[mmrg‘?dlﬁ menyusun minimal 3 (tiga) jenis

Bagian Kedua
KOMITE MEDIK

Paragraf 1
Pengertian dan Kedudukan

Pasal 92

(1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya berasal
dari ketua-ketua kelompok Staf Medik atau yang mewakili.

(2) Humll'fte Medik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

(3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota.

(4) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk
masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 93

Fungsi Komite Medik adalah : _

Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit _
Mengkoordinasikan dan mengarahkan k&gla:_:mmgt:nan medis
Menangani hal-hal yangd berkaitan dengan &tl okteran.

Mﬂnz.rugﬁn kebijakan pelayanan medis sfehi_lgal standar yang harus
dilaksanakan oleh semua kelompok staf medik di Rumah Sakit.

N

Pasal 94

Komite Medik mempunyai tugas - adik dan membantu
7 standar pelayanan med n

1 Migmbani Dlmmu;m": nmf.;:ﬂanakan pembinaan atika profesi, mengatur

palaksanaannya.fﬂs.l anggota Staf Medik serta mengembangkan program

:::?gigaanpap"lrgidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
2 ‘.12;“ ‘;“&‘3““;“:2;’ Efk n!'::]ﬂﬁtl;n cepada Direktur perihal pengembangan
. mberikan ;

pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Pasal 95

- k: o

Komite Medik berwenang untu putuhan tenaga medis di Rumah Sakit.
;' Memberikan usulan r;: r:,an: k;:ntang oncana pemeliharaan/ pengadaan
. Memberikan pertim nga
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peralatan dan penggunaan alat kesehata
! fl.
3, Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efelktivi
alat kedabi:;ran di Rumah Sakit, tas penggunaan obat dan
4. Melaksanakan pembinaan etika :
anggota Staf Medik. Profesi serta mengatur kewenangan profesi

E. Memberikan rekomendasi tentang kerjasa
Ma i
Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigilinstitus| Peﬁgit:iﬂnﬁ:iwﬂh Sakit dan

g. Menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Medik.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 96
gysunan organisasi Komite Medik terdiri dari:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3, Sekretaris
4. Anggota

Pasal 97

(1) Ketua Komite Medik bisa dijabat oleh dokter purna wakiu atau dokter paruh
waktu yang dipilih secara demokratis oleh ketua-ketua kelompok staf medik
(2) Pengangkatan Ketua Komite Medik dengan surat keputusan Direktur

Rumah Sakit | _
(3) Ketua komite medik dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite medik
(4) Komite medik dapat mermilih dan mengangkat sekretaris komite medik

Pasal 98

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua fbél;!‘nite Medik adalah :
i hilitas yang tinggi dalam pro inya;
mzw;uu:s}:':;? I'ml'nu pry:fﬂﬁin]iﬂ dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran,
dan dampak yang luas, e
Peka terhadap perkembangc.;an gejrurr:nahsahrlﬂn,
I i u U g . - q
Eﬂiﬁ;ﬁrﬂ L:{:p:ggdﬁnia:; ]dapat diterima dan dipercaya, disegani di

' fesinya; _ 1 i g
mﬁzﬁgﬁﬁ@ﬁs keilmuan dan etika profesi yang tinggi

n =

®» oaw

Pasal 99

; . . hiea dilabat oleh dokter puma wakiu atau dokler
(1) E:ﬂi I-E':jli I;::ﬁ ﬁ;:l;ﬁeﬁ; T P okrats olen ketua-ketua kelompok staf
medik )
(2) Pengangkatan VWaki | _
- E\}T‘?mgtaiﬂﬂmﬂﬂﬂ Medik dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite
akil Ketu
medik

Ketua Komite Medik dengan surat keputusan Direktur

33



Pasal 100

1) sekretaris komite medik dipilih ol :
Eﬂ Sekretars komite medik dijahatuu?:hkamﬂ komite medik
(3) Sekretans komite medik dapat men;

4y Dalam menjalankan tugasnya - .
(4) S iniatras! (otaf Eekrmﬁaa sekretaris komite medik dibantu oleh tenaga

Pasal 101

Anggota komite medik terdin dari se ,
yang mewakili mua ketua kelompok staf medik dan atau

Pasal 102

1) Lama Jabatan Ketua komite medik ' ' i

(1) S (el i . wakil ketua medik dan sekretaris

(2) P;mherhenﬁan sebelum masa jabatannya habis dapat dilakukan dengan
alasan :

Habis masa jabatan

Mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima

Meninggal dunia

Melanggar peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum

©capoe

Paragraf 4
Tata Kerja

Pasal 103

(1) Tata kerja komite medik secara administratif : .
a. Rapat rutin komite medik ditakukan minimal 1 kali 1 bulan
b. Rapat komite medik dengan semua kelompok staf medik dan atau
dengan semua tenaga dokter dilakukan minimal 1(satu) kali 1(satu)

c hﬁﬂggt komite medik dengan Wakil Direktur Pelayanan dilakukan

ini kali 1(satu) bulan
d Q::rar:ab;ﬁ?:s} disela{nggarahan unfuk membahas masalah mendesak

: sesuai tuhan ,
a ﬁ:::tﬁlan t:gl;EbJ}an kewajiban sub komite termasuk pertanggung
jawaban nya terhadap suatu prograr
(2) Tata kerja komite medi secard EN: di Rumah Sakit dengan
Mengkaitkan perjanjian K&l ok  medik di i
a. ngkai Sl medik sehagal peer Ermfe&n ml?fdlhdl Hum:—.!h Sakit
kewenangan r bungan antara  komite medik sebagal penilal
b. Menjabarkan Nu- «i dengan manajermen Rumah Sakit sebagai

pemegand kewenangar P ik dengan pengelola Rumah Sakit dalam
C. l{unrdinasi_antara ktﬂ‘ﬂg;’;‘j dnhtﬂ? serta pengaturan penygmp&iqn
menang?nl m%ﬁa hak war sﬂp&m peq-kumpuian prﬂfﬂﬂi HEILI"I pthak laimn
rmr;:ﬁ?;ﬁﬁ:p:niphepulman dan jajaran penegak hukum lamnnya
on



Eagian K.Eﬁg;
SUB KOMITE

" Paragraf 1
embentukan Sub Komite

Pasal 104

(1) KGITIE Medik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sub
:;ium yang merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri
ari Staf Medik. ggolanys fert

2) ::S::Lmtumn Sub Komite ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite

Pasal 105

sub - sub Komite Medik Rumah Sakit terdiri dari .

sub Komite Peningkatan Mutu Pelayanan Medik

Sub Komite Kredensial

Sub Komite Rekam Medik

Sub Komite Farmasi dan Terapi

sub Komite Pengendali Infeksi Nosokomial

Sub Komite Audit Medis

Sub Komite Etika Profesi

Sub Komite lain yang diperlukan untuk membantu tugas Komite Medik.

Forapanpgh

Paragraf 2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 106

(1) Struktur organisasi sub komite terdiri dari ketua merangkap anggota,

sekretaris merangkap anggota dan anggota :
(2) Ketua sub miltge dapat berasal dar salah seorang ketua, wakil ketua,

sekretaris dan anggota komite medik.

pasal 107

(1) Sub komite ditetapkan oleh Direktur atas usul ketua komite medik setelah

dalam rapat plenc komite medik )
(2) E:Eﬁﬁg:ﬁ:g:;ﬁﬁ”mgiamnnﬁ cub komite agar menyusun kebijakan,

program dan prosedur kerja dan laporan akhir tahun kepada
(3) Sub komite membuat IRpaFE: -2 lain berisi evaluasi kerja selama

i ta
e madil, Laporan akhir tahun an _
E:E‘rﬁn dan mkﬂ;endasi ,ntuk tahun anggaran berikutnya

(4) Sub komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun

a5



Paragraf 3
Komposisi

Pasal 108

inci isi, fungsi, tu | _
e e + 1988, Wewenang dan tan b masing-
masing sub komite adalah sebagai berikuyt - ggung jawab masing

1. sub Komite Peningkatan Muty Pelayanan Medik

Komposisi terdin dari Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
.ﬁpﬂbl'ﬂ RS mempunyai komite peningkatan muty RS maka Ketua sub
komite mutu pelayanan medis wajib menjadi anggota dalam komite
peningkatan mutu Rumah Sakit

Fungsi : Melaksanakan kebijakan komite medis di bidang mutu profesi
medis
Tugas:
«  Membuat rencana kerja/program kerja
- Melaksanakan rencana kerja/jadwal kegiatan
+ Membuat panduan mutu pelayanan medis .
- Melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medny. ,
»  Menyusun indikator mutu kliinik dengan melakukan koordinasi
dengan kelompok staf medis dan unit kerja. Indikator yang disusun
adalah indikator indikator output atau outcome.
. Melakukan koordinasi dengan komite peningkatan mutu RS
. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala

Wewenang: |

Melahsanaghan kegiatan upaya pan!ngkatap mutu pelayanan medis
secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesual kebutuhan

Tanggung Jawab: : .

Eert!]?nggung jawab kepada komite medis

2 Sub Komite Kredensial

iri dari i ta. Anggota sub
isi dari ketua, wakil ketua dan anggot
:;:Tif:ﬁ ;f:eﬁg:fm adalah wakil dari kelompok staf medis dan/atau yang

21;:;?“? Melaksanakan kebijakan komite medis di bidang kredensial

bagi tenaga medis

Tugas. | k

‘ g:q\?lakukaﬂ I'E‘-fli‘-;mp'-:"nn:;? Tm#mﬂ.jw'ur dan terbuka .
i Eakﬁ:anﬁndasi Ihasﬂ review berﬂasam;nd_};m;::h ;a kﬁ
.t esyal dengan kebutuhan staf_madm Ihu s

B s kepada komite medis apabila permo c;g sl

iy Iap{;:tr?al:'l yaI:'ig diatur di dalam pola tata kelola stat m

dengan keten

Rumah Sakit . «taf medis dan memberikan laporan
iew Ko : i berian
Melakukan fﬂ‘é"e“;’ cepada komite medis daiam rar;ga:;amﬁ?; e
dan rEkanﬂ'ﬂ 3; oinments dan penugasan
clinical privilages, reap
it kerj ‘ nsial

. ﬂé::t?&:t rencana kerja ::g;‘:.ﬁni?nﬁﬁiakmdensiah

. akan rencand : kredensial _ .
Melaksan jaksana dan lnﬁ;’::wn?ﬂubﬂman lintas fungsi sesual

menjadi anggota staf medis

" ysun tata 12 (
i ﬂzgksanahan kredensial de

ll':ﬂEbmt;T:}apuran perkala kepada komite medis
em
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Wewenang

Melaksanakan kegiatan
lintas sektoral dan lintas
Tanggung Jawab

hTEdEﬂE'lal sacs -
; ra adil, jujur dan t
fungsi sesuaj k Ebutuhanj an terbuka secara

Bertanggung jawab kepada komite medis

sub Komite Rekam Medis

- Fungsi : melaksanak i ,
. Tugas: an kebijakan sub komite rekam medis

Menyusun kebijak
kegi;tan. akan, program, dan rencana kerja pelaksanaan

Membuat buku pedoman penggunaan rekam medis

Mengajukan usulan-usulan te izi
rinclis Fspscin Girakad ntang perubahan, isi, ukuran rekam

Membuat aturan dengan bagi i
agian hukum mengenai tatacara
pemanfaatan rekam medis cleh pihak lain. :

Memantau pelaksanaan, pengisian, penyimpanan rekam medis
Mengusulkan sanksi bagi tenaga kesehatan yang tidak
melaksanakan tugas yang tidak berhubungan dengan rekam medis.

4. Sub Komite Farmasi dan Terapi

Fungsi : Melaksanakan kebijakan komite medis di bidang farmasi dan
terapi di rumah sakit
- Tugas

Menyusun kebijakan, program, dan rencana kerja pelaksanaan
kegiatan

Menyusun formularium dan tatalaksana penggunaan formularium
sesual kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran

Memantau dan mengevaluasi permakaian obat gesual dengan
formularium yang telah dibuat

5. Sub Komite Pengendali Infeksi Nosokomial _ | ‘
- Fungsi : Melaksanakan kebijakan komite medis di bidang infeksi

nosokomial

- Tugas

Menyusun kebijakan, program dan rencana kerja pelaksanaan

kegiatan _ .
' s infeksi nosokomial yang d1ter_nub:an |
b I'mailiam kasus infeksi nosokomial yang ditemukan

informas :
F:;r;-?::gfu pinak kepemwal:an. tenaga medis Yyang melakuan
pelayanan, dan mengambil langkah-langkah penanggulangan
O gmuan avaluasi bersama dengan pihak terkait

ﬂﬁ"ﬁ@fﬁ:ﬁﬁ berkala dan akhir tahun kepada komite medis

B. Em&&?:ﬁ ?j‘;gﬂgﬁ;ﬁkan cebijakan komite medis di bidang audit medis

T it s s o
ﬁ::;:;nkapada pros edur standar eshagai pembanding dalam
melakukan ﬁ:ﬁ:ﬁﬁﬁk direksi pada waktu proses audit medis
rjﬂftzﬁlnkfet?fndaklaﬂiﬂﬁ
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Eﬁﬁen{fﬁzﬂ, h:i:g te?huadgg :':t;“; t'r'rii!‘:l:t#kan bersifat rahasia

7. Sub Komite Etika Profesi N
Etalhr:nsrc;:ﬁﬂ;teﬂ?;a iﬁ;ﬂ?nmgﬁalah moral yang baik dan moral yang buruk,
dislpﬁr! profesi terkait dengan Dgzﬁ;u g:m:n:: E?‘l internal, sedangkan
profesi pelanggaran standar

. Komposisi : Sub etika profesi terdiri dari i

}[;3“9 "-"iipﬂm IZ:EH'E anggota kelompok staa%r:nhea;;lgal b ol e
ungsi : Melaks R : fersccagn

m-edgik aksanakan kebijakan komite medik di bidang etika profesi
Tugas:
+ Membuat rencana kerja dan membina etika i

) r profesi

_ Melaksanakan rencana kerja dan pembinaan etika profesi

Mrz?:;fsun tatalaksana pemantauan dan penanganan masalah etika
p 1

Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi
Mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bicetika
. Melakukan koordinasi dengan komite etik Rumah Sakit
. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala
a ewenang: Melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika
profesi kedokteran dengan melibatkan lintas sektor dan lintas fungsi
sesuai kebutuhan
. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab kepada komite medik

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut olen Direktur.

Pasal 110

P + ot ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -
p;gt:::g:u:riam;gmmﬁngmhmwa' memerintankan pengundangan peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berta Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2! Degewller F0%

WALIKOTA MAGELANG

ek

H. FAHRIYANTO =
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